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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Kejahatan Perang Dalam Konflik Israel Dan
Palestina Dalam Perspektif Neo-Realisme”. Konflik bersenjata internasional
sering kali muncul ketika negosiasi diplomatik antara dua negara atau lebih
menemui jalan buntu. Konflik bersenjata saat ini telah diatur dalam hukum
humaniter. Oleh karena itu, hukum humaniter berupaya memberikan pedoman yang
memungkinkan terjadinya perang dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan dan memanusiakan dampaknya. Namun, pandangan neo-realisme
menekankan bahwa upaya-upaya ini sering kali terbatas oleh kepentingan-
kepentingan keamanan nasional yang mendasarinya. Permasalahan dalam
penelitian ini yaitu mencakup bagaimana standar khusus untuk menentukan
kejahatan perang yang digunakan dalam hukum humaniter dan bagaimana
kejahatan perang dalam perspektif neorealisme. Penelitian ini menggunakan
metodologi penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan menelaah suatu
sistem peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
standar khusus untuk menentukan kejahatan perang menetapkan berbagai larangan
terhadap tindakan yang dianggap sebagai kejahatan perang, seperti pembunuhan,
penyiksaan, serangan terhadap fasilitas sipil, dan penggunaan tentara anak-anak.
Selain itu, hukum humaniter serta protokol tambahannya juga memberikan
perlindungan bagi warga sipil dan tawanan perang, yang menekankan pentingnya
membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Dalam perspektif neo-realisme,
konflik Israel dan Palestina dipandang sebagai bagian dari dinamika kekuasaan dan
persaingan antara negara-negara besar demi mempertahankan kepentingan nasional

masing-masing.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter, Neorealisme
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ABSTRACT

This thesis is entitled “Analysis of War Crimes in the Islaeli and Palestinian

Conflicts in the Perspective of Neo-Realism”. International armed conflicts often

arise when diplomatic negotiations between two or more countries reach a dead
end. Armed conflicts are currently regulated in humanitarian law. Therefore,

humanitarian law seeks to provide guidelines that allow occur the war while still
upholding humanitarian values and humanizing its impacts. However, the neo-

realist view emphasizes that these efforts are ofien limited by underlying national
security interests. The problems in this study include how the specific standards for
determining war crimes are used in humanitarian law and how war crimes are in
the perspective of neorealism. This study used a normative legal research

methodology, which is carried out by examining a system of laws and regulations.

The results of the study showed that the specific standards for determining war
crimes establish various prohibitions on actions that are considered war crimes,

such as murder, torture, attacks on civilian facilities, and the use of children
soldiers. In addition, humanitarian law and its additional protocols also provide
protection for civilians and prisoners of war, emphasizing the importance of
distinguishing between combatants and non-combatants. In the neo-realist
perspective, the Israeli-Palestinian conflict is seen as part of the dynamics of power
and competition between major countries in order to defend their respective
national interests.

Keywords: Armed Conflict, Humanitarian Law, Neorealism
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat dipisahkan dari konflik. Kepentingan dari faksi-faksi
yang berbeda adalah pemicu konflik yang biasa terjadi. Konfrontasi fisik atau
non-fisik antara beberapa kelompok di lokasi yang sama dapat menyebabkan
konflik.! Hal ini dapat terjadi jika kepentingan kedua organisasi berbeda. Seperti
yang telah kita ketahui saat ini, salah dua negara Timur Tengah memiliki
permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik yang tidak berkesudahan,
yakni konflik Israel dan Palestina.

Negara Israel lahir dari gerakan Zionisme yang diperjuangkan oleh Theodore
Herzl. Berdirinya negara Israel pada tahun 1948 menyebabkan pergolakan yang
signifikan di negara Arab. Klaim Yahudi atas tanah Palestina menciptakan jurang
besar yang akan menelan keduanya. Memperluas pemukiman Yahudi di tanah
Palestina telah menjadi tujuan berkelanjutan Israel. Orang-orang Palestina adalah
pithak yang paling dirugikan dengan penyitaan tanah yang memungkinkan
pemukiman Yahudi berkembang, yang bisa mereka lakukan hanyalah melawan
dengan semua yang mereka miliki. Sementara itu, orang-orang Palestina harus

membuat keputusan yang mengerikan, yaitu melarikan diri dari kedaulatan Israel,

! Emilia Palupi Nurjannah and M Fakhruddin, “Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik
Israel Palestina,” PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah 1, no. 1 (2019),
https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10479.



yang menganggap para pihaknya sebagai warga negara kelas tiga, atau tetap
berada di bawah kekuasaan Israel.> Praktik imigrasi Yahudi ke Israel tidak pernah
berhenti. Mengingat pengusiran dan pembantaian historis yang para pihaknya
alami, para pihaknya menegaskan bahwa Israel adalah tempat yang sah bagi orang
Y ahudi untuk menyebutnya sebagai rumah.

Saat ini di Israel, sebuah undang-undang yang dipimpin oleh individu Yahudi
telah diusulkan. Deklarasi kemerdekaan dengan RUU yang disahkan oleh kabinet
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada tanggal 23 November 2014,
bertujuan untuk melindungi kebebasan individu semua warga negara Israel,
dengan penekanan khusus pada warga Yahudi Israel, seperti yang dinyatakan oleh
para pendukungnya. Harus diakui bahwa hampir dua juta dari populasi Israel yang
berjumlah 8,2 juta jiwa, mengidentifikasi diri para pihaknya sebagai Muslim dan
memiliki keturunan Timur Tengah.? Ketegangan telah muncul di antara berbagai
kelompok masyarakat di Israel karena perdebatan tentang undang-undang ini.

Undang-undang tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa Negara Israel
secara resmi diakui sebagai negara dengan identitas Yahudi. Undang-undang ini
menegaskan Israel sebagai tanah air nasional bangsa Yahudi, memberikan
keuntungan tertentu bagi orang Yahudi, dan menetapkan bahasa Ibrani sebagai
bahasa resmi negara, menggantikan bahasa Arab yang sebelumnya memiliki

status resmi di samping bahasa Ibrani. Meskipun bahasa Arab masih memiliki

2 Syarif Bahaudin Mudore, “Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-
Palestina,” Jurnal CMES 12, no. 2 (December 12, 2019): 170,
https://doi.org/10.20961/cmes.12.2.37891.

3 Fathima Aulia Vasya Susanto, “Analisis Isu Konflik Israel-Palestina,” Research Gate,
2021, at: https://www.researchgate.net/publication/356262932.



status khusus, undang-undang tersebut menyoroti pentingnya pembangunan
pemukiman Yahudi sebagai prinsip nasional, yang mungkin mencakup
pemukiman di Tepi Barat yang dikuasai Israel, meskipun hal ini tidak secara
khusus diklarifikasi dalam undang-undang tersebut. Beberapa tahun terakhir,
masalah Israel sebagai negara Yahudi semakin penting dan kini menjadi inti dari
konflik Israel-Palestina.* Dalam percakapan diplomatik dan politik di tingkat
internasional, masalah ini juga menjadi perhatian utama.

Legislasi yang dengan tegas mengakui Israel sebagai negara nasional Yahudi
telah memicu wacana yang cukup besar, terutama karena dampaknya terhadap
konflik Israel-Palestina. Namun, sangat penting untuk mematuhi undang-undang
yang relevan, seperti hukum humaniter internasional, yang menetapkan protokol
untuk bantuan kemanusiaan di tengah-tengah konflik bersenjata. Sesuai dengan
perjanjian dan praktik-praktik yang lazim, peraturan-peraturan ini berusaha untuk
melindungi kesejahteraan warga sipil dan harta benda para pihaknya, sekaligus
membatasi tindakan yang dianggap tidak proporsional dalam konteks konflik
bersenjata, baik internasional maupun internal.

Salah satu contohnya adalah penerapan pedoman bantuan kemanusiaan
global. Hukum humaniter, yang sering dikenal sebagai hukum humaniter
internasional, mencakup serangkaian peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah
melalui perjanjian dan praktik-praktik kebiasaan. Tujuan utamanya adalah untuk

mengatasi masalah kemanusiaan yang muncul selama masa konflik bersenjata,

4 “Rasis, deklarasi apartheid’ di Israel: Lima hal tentang UU negara bangsa Yahudi,”
BBC News Indonesia, accessed February 15, 2024, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-
44888394.



terlepas dari apakah itu dalam skala global atau domestik. Aturan-aturan ini
bertujuan untuk membatasi kemampuan pihak-pihak yang bertikai untuk
menggunakan cara apa pun yang para pihaknya anggap tepat, serta melindungi
warga sipil dan harta benda para pihaknya dari bahaya.’ Pada situasi konflik
nyata, penerapan hukum humaniter ini sering menjadi subjek perdebatan.

Menerapkan pedoman bantuan kemanusiaan global sangat penting untuk
mengatasi tantangan kemanusiaan yang berkembang selama periode konflik
bersenjata. Hukum humaniter internasional, yang merupakan kerangka kerja
utama dalam hal ini, berupaya membatasi tindakan yang diperbolehkan bagi
faksi-faksi yang bertikai dan melindungi warga sipil serta aset-aset para pihaknya
dari bahaya. Namun demikian, beberapa kasus tertentu, seperti yang terjadi dalam
konflik Israel-Palestina, telah menjadi saksi pelanggaran terhadap peraturan yang
digariskan dalam hukum humaniter internasional. Tindakan militer Israel yang
menargetkan warga sipil Palestina telah menimbulkan kekhawatiran besar, karena
dituduh terlibat dalam pembunuhan massal dan pelanggaran hukum humaniter,
termasuk pembedaan, proporsionalitas, dan perlindungan khusus.

Operasi militer Israel terhadap warga sipil Palestina diduga telah melanggar
berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, yang menambah bahan bakar
ke dalam api konflik Israel-Palestina. Israel telah melakukan beberapa
pelanggaran, seperti pembunuhan massal dan pembunuhan terencana dengan

secara sengaja menargetkan kerumunan penduduk dan kendaraan, seperti yang

5 Hengky Ho, “Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata
Antara  Palestina  dan  Israel,” Lex Et  Societatis VI, no. 2 (2019),
https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668.



terlihat dalam serangan yang terjadi pada tanggal 10 hingga 21 Mei 2021 terhadap
Palestina. Israel secara terang-terangan telah mengabaikan beberapa ketentuan
hukum humaniter internasional® yang menimbulkan banyak kekhawatiran di
masyarakat internasional.

Meskipun Israel berkali-kali menyangkal bahwa serangan itu terjadi, bukti
telah menunjukkan bahwa para pihaknya melanggar beberapa aturan hukum
humaniter internasional. Pada Oktober 2023, serangan terhadap warga Palestina
di Jalur Gaza mencapai titik terburuknya, memicu respons internasional terhadap
kekerasan yang lebih luas.

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Korban Pengeboman Udara di Jalur Gaza

No. Uraian Jumlah
1. Korban meninggal 3.793 Jiwa

2. Korban luka berat 12.500 Jiwa

3. Korban anak-anak 1.500 Jiwa

4. Korban terjebak dibawah reruntuhan 1.000 Jiwa

Sumber: News Report (Amnesty International, Oktober 2023). Damning evidence
of war crimes as Israeli attacks wipe out entire families in Gaza. Accessed via
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/damning-evidence-of-war-
crimes-as-israeli-attacks-wipe-out-entire-families-in-gaza/, January 26, 2024.

Hal tersebut dibenarkan oleh Amnesty Internasional, yang mengatakan bahwa
agresi Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza meningkat pada tanggal 7
Oktober 2023. Serangan Israel dicirikan dengan tidak adanya diskriminasi, yang

mengakibatkan kehancuran yang luas dan, dalam beberapa kasus, pemusnahan

6 “Faiq Marsyanda Hibatullah, Inescapable Hell: The Israeli Military Attack on the Gaza
Strip (21 - 10 May, 2021) [EN/AR] - Occupied Palestinian Territory Relief Web,” June 3, 2021,
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/inescapable-hell-israeli-military-attack-
gaza-strip-21-10-may.


https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/damning-evidence-of-war-crimes-as-israeli-attacks-wipe-out-entire-families-in-gaza/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/damning-evidence-of-war-crimes-as-israeli-attacks-wipe-out-entire-families-in-gaza/

total populasi sipil dan militer. Menurut data dari Amnesty Internasional, Israel
telah melancarkan ribuan pemboman udara dan menewaskan sedikitnya 3.793
orang, yang dimana sebagian besar terdiri dari warga sipil, termasuk lebih dari
1.500 anak-anak pada tanggal 7 Oktober 2023. Menurut angka dari Kementerian
Kesehatan Palestina di Gaza, mengutip Amnesty, sekitar 12.500 orang terluka,
dan lebih dari 1.000 mayat masih terperangkap di bawah reruntuhan.” Keadaan
ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dan komunitas internasional
harus segera bertindak.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Israel dianggap telah
melakukan berbagai kejahatan keji terhadap kemanusiaan yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip hukum humaniter sebagaimana digariskan dalam berbagai
perjanjian, statuta, dan putusan-putusan mahkamah internasional seperti
International Criminal Tribunal for Rwanda, International Criminal Tribunal
Former Yugoslavia, dan Konvensi Jenewa 1949. Oleh karena itu, sesuai dengan
konsep-konsep hukum humaniter internasional yang telah dilanggar, tentara Israel
melakukan pelanggaran beberapa asas selama konflik bersenjata®

Terkait asas kebutuhan militer objek-objek konflik bersenjata yang dapat
diserang meliputi kombatan dan objek militer, sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Tidak ada yang ingin melihat

7 “Damning Evidence of War Crimes as Israeli Attacks Wipe out Entire Families in Gaza
- Amnesty International,” accessed January 26, 2024,
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/damning-evidence-of-war-crimes-as-israeli-
attacks-wipe-out-entire-families-in-gaza/.

8 Zelda Farah Ardiata et al.,, “Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap
Konflik Perseteruan Bersenjata Isracl-Palestina,” Ganesha Law Review 4, no. 2 (November 1,
2022): 24-32, https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1424.



properti pribadi, termasuk infrastruktur, atau warga sipil tak berdosa terbunuh
dalam serangan yang ditargetkan. Sekolah, rumah sakit, rumah, dan jaringan
listrik adalah beberapa target sipil yang menjadi sasaran serangan Israel. Nyawa
penduduk Palestina, terutama anak-anak dan mereka yang terluka dalam serangan
tersebut, berada dalam bahaya karena pemadaman listrik dan rumah sakit yang
rusak.

Dalam konteks asas kemanusiaan, salah satu dari sekian banyak pelanggaran
norma kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Israel adalah pemblokiran
bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Gaza oleh LSM asing yang berupaya
menunjukkan solidaritas kepada rakyat Palestina di tengah perjuangan yang
sedang berlangsung.’ Hal tersebut disampaikan dalam laporan yang diterbitkan
oleh artikel Human Rights Watch yang mengatakan bahwa Gaza mengalami
kekurangan makanan yang parah akibat tindakan tersebut. Sejak tanggal 7
Oktober 2023, pemerintah Israel telah menerapkan serangkaian tindakan di Gaza,
termasuk penghentian layanan air dan listrik, penutupan perlintasan truk, dan
penghalangan pengiriman pasokan bantuan. Tindakan-tindakan ini telah
berdampak pada 2,2 juta penduduk daerah kantong tersebut, dengan hampir
setengahnya adalah anak-anak. Ketiadaan air minum merupakan ancaman yang
sangat berbahaya. Israel telah menolak untuk memberikan izin penyediaan bahan
bakar untuk kendaraan bantuan yang datang melalui Mesir, meskipun bahan bakar

diperlukan untuk mengoperasikan generator rumah sakit, ambulans, dan pompa

° Ibid.



air. ' Situasi ini menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam, di mana
kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perawatan kesehatan tidak dapat
dipenuhi, ini melanggar prinsip hukum internasional yang mengatur perlindungan
warga sipil dalam situasi pertempuran.

Terkait asas proposionalitas Menurut teori ini, dalam sebuah perang, semua
pihak harus dapat memberi dan mendapatkan apa yang para pihaknya butuhkan.
Dalam hal tanggapan Israel terhadap serangan roket Hamas di tanah Israel, ada
ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan dalam cara Israel membalas di Gaza.
Tentara Israel melanjutkan pengeboman udara mereka di daerah-daerah pribadi
yang digunakan Hamas sebagai tempat persembunyian selama beberapa hari.
Akan ada lebih sedikit korban jiwa dan efek yang berbeda dibandingkan ketika
roket-roket Hamas menghantam wilayah Israel. Ketika tentara Israel menargetkan
bangunan publik, hal itu tidak selalu karena kecerobohan, melainkan lebih kepada
upaya untuk tidak mematuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum kemanusiaan
internasional.

Israel sering kali diprovokasi untuk menyerang sekolah-sekolah Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) karena Hamas sering menggunakan gedung-gedung dan
infrastruktur publik sebagai landasan peluncuran serangan roket. Paramiliter yang
berafiliasi dengan Hamas tidak menargetkan serangan para pihaknya terhadap
warga sipil, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28 Konvensi Jenewa, dan

kegiatan para pihaknya menunjukkan pengabaian yang jelas terhadap hukum

10 “Bantuan untuk Gaza Diblokir, Human Rights Watch,” November 6, 2023,
https://www.hrw.org/id/news/2023/11/06/gazas-blocked-relief



https://www.hrw.org/id/news/2023/11/06/gazas-blocked-relief

kemanusiaan internasional. Lebih jauh lagi, warga Palestina sering digunakan
sebagai perisai manusia oleh Hamas dan organisasi-organisasi yang berbasis di
Gaza ketika serangan dilakukan.

Pertimbangan hukum humaniter internasional terkait HAM dalam konflik
Israel-Palestina dalam konsep HAM mengacu pada hubungan antara negara dan
warga negaranya, yang secara khusus membahas kewajiban negara untuk
menegakkan dan melindungi hak-hak dasar tertentu yang dijamin oleh hukum.!!
Meskipun demikian, pelanggaran HAM telah terjadi sebagai akibat dari konflik
Palestina-Israel. '? Sekitar 1.434 warga sipil tewas dan 5.000 lainnya terluka
selama 22 hari serangan Israel ke Palestina. Baik hak asasi manusia maupun
hukum humaniter menganggap ini sebagai kegiatan yang tidak bermoral. Tentara
Israel telah menunjukkan pengabaian yang mengganggu terhadap hak-hak asasi
manusia dalam berbagai kesempatan. Salah satunya adalah penahanan pasokan
kemanusiaan yang seharusnya dapat menjangkau warga Palestina yang
membutuhkan, seperti yang dikirim oleh sejumlah organisasi internasional.
Orang-orang di zona tempur, termasuk para pengungsi Palestina, telah kehilangan
makanan, air, dan kebutuhan lainnya karena terhalangnya bantuan kemanusiaan.

Hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional melarang perilaku

tertentu yang melanggar hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, larangan

' Dewa Gede Sudika Mangku, “Kasus Pelanggara HAM Etnis Rohingya: Dalam
Perspektif ~ ASEAN,” Media Komunikasi FPIPS 12, no. 2 (2013),
https://doi.org/10.23887/mkfis.v12i2.1708.

121 Gede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini,
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter
Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel),” Jurnal Komunitas
Yustisia 5, no. 2 (October 24, 2022): 243-59, https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51618.
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penyiksaan dan perlakuan kasar, penghapusan perbudakan, dan hak atas keadilan.
Dalam kasus ini, intervensi militer Israel telah melakukan hal tersebut. Para
pemimpin Israel yang bertanggung jawab atas pengepungan tersebut harus diadili
atas kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa penundaan oleh Mahkamah Pidana
Internasional. Identifikasi pelaku kejahatan perang di sepanjang perbatasan
Palestina-Israel telah menjadi hambatan yang signifikan bagi penerapan hukum
humaniter internasional dan perlindungan HAM. '3

Berdasarkan interpretasi sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
sipil Palestina masih tertindas. Penelitian ini menggunakan sudut pandang
neorealisme. Ketika dilihat melalui lensa neorealisme, tindakan penindasan yang
dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain tidak memiliki bobot yang besar;
hal ini dikarenakan, menurut neorealisme, negara adalah pemain utama dalam
situasi tertentu, dan setiap upaya untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan
dengan isu-isu pribadi oleh negara akan dicurigai. Israel adalah negara yang kuat
menurut neorealisme karena wilayahnya yang luas. Karena neorealisme
berasumsi bahwa negara yang kuat terkait erat dengan terjadinya perang. Israel
merupakan negara yang kuat, maka keduanya tidak dapat dipisahkan, karena tidak
dapat bersaing dengan Israel yang lebih kuat, Israel menggunakan kontrolnya atas

Palestina untuk mencegah Palestina mencapai kepentingan nasionalnya.'*

13 Op.Cit

14 Inezia Kartika A, Pendekatan Neorealisme Dalam Mengkaji Konflik Israel Dan
Palestina, 2019, Research Gate,
https://www.researchgate.net/publication/333797987 Pendekatan Neorealisme dalam Mengkaj
i Konflik Israel dan Palestina.
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Dengan demikian, berdasarkan pada uraian di atas, penulis tertarik untuk
menulis skripsi dengan mengangkat judul Analisis Kejahatan Perang Dalam
Konflik Israel Dan Palestina Dalam Perspektif Neo-Realisme
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apasaja standar-standar khusus yang digunakan untuk menentukan kejahatan
perang dalam hukum humaniter internasional?

2. Bagaimana kejahatan perang dalam konflik Israel dan palestina dalam
persfektif neo realisme?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kriteria kejahatan perang dalam
hukum humaniter internasional serta memahami implementasinya dalam
konflik bersenjata kontemporer.

2. Untuk meneliti fenomena kejahatan perang dalam konflik Israel dan Palestina
melalui lensa neorealisme dalam hubungannya dengan dinamika kekuasaan
dan kepentingan negara-negara besar di wilayah tersebut.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat teoritis dan praktis diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini.

Manfaat dari penelitian ini adalah:
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1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dan wawasan yang luas pada pemahaman tentang
mengaplikasikan teori neorealisme dalam konteks konflik internasional dan
memperluas pemahaman mengenai teori neorealisme dapat diterapkan dalam
konteks hukum humaniter.
2. Manfaat Praktis

Dengan bantuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan panduan dan
kontribusi konstruktif bagi inisiatif praktis yang dapat diambil untuk memahami
neorealisme yang dapat mempengaruhi dinamika konflik Israel-Palestina. Selain
itu, dapat menyediakan bahan referensi bagi organisasi-organisasi advokasi HAM
yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi
neorealisme terhadap pelanggaran hukum humaniter.
E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan pada
masalah, yakni mengenai pelanggaran hukum humaniter dalam kejahatan perang

Israel di Palestina dalam perspektif neorealisme.

F. Kerangka Teori

Terdapat dua teori dan asas yang yang akan digunakan dalam skripsi ini, yakni
diantaranya adalah teori hubungan internasional dan teori neorealisme.
1. Teori Hubungan Internasional

Sejarah hubungan internasional sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri
sendiri bermula di Inggris Raya, khususnya di Wales, pada pergantian abad ke-

20, saat sekelompok ahli filsafat dan hukum internasional menyadari perlunya
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suatu kajian tersendiri yang mengkaji hubungan antarbangsa dan mampu
memberikan penjelasan logis mengapa perang terjadi, sekaligus mengkaji
berbagai upaya untuk mencapai perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan ini,
pada tahun 1919, University College of Aberystwyth di Wales, Inggris,
mendirikan Profesor Woodrow Wilson dalam Hubungan Internasional, yang
dijabat oleh Sir Alfred Zimmern, seorang ahli hubungan internasional yang
dianggap telah memberikan sumbangan gagasan bagi pembentukan Liga Bangsa-
Bangsa sebagai entitas keamanan kolektif untuk memelihara perdamaian global.

Hubungan internasional, tidak seperti bidang ilmu sosial lainnya seperti
filsafat, hukum, sosiologi, antropologi, politik, psikologi, dan sebagainya,
merupakan bidang yang relatif baru. Sebelum abad ke-16, studi Hubungan
Internasional (HI) tampaknya telah dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain seperti
ekonomi, strategi perang, sejarah, filsafat, dan hukum internasional. Karya filsuf
Nicolo Machiavelli dan pakar hukum internasional Hugo Grotius pada abad ke-
16 membantu dalam pengembangan hubungan internasional sebagai subjek studi
yang berbeda. Adam Smith, Karl Marx, von Clause, Vitz, J.J. Rousseau, dan
Emmanuel Kant berkontribusi pada pengembangan HI sebagai ilmu independen
selama tahun-tahun berikutnya, hingga abad kedua puluh.'® Dengan demikian,
perkembangan Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu yang terpisah
menunjukkan pentingnya pemahaman tentang interaksi antarnegara dalam

konteks global yang semakin kompleks.

15 Bob Sugeng Hadiwinata, Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama,
Alternatif, dan Reflektivis (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2017), hlm.15-16.
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Kekuasaan merupakan konsep penting dalam hubungan internasional. Dalam
hubungan internasional, kekuasaan didefinisikan sebagai tingkat sumber daya,
kemampuan, dan pengaruh. Kekuasaan biasanya diklasifikasikan menjadi dua
kategori: kekuasaan keras dan kekuasaan lunak. Kekuasaan keras mengacu pada
penggunaan kekuatan, sedangkan kekuasaan lunak biasanya meliputi pengaruh
ekonomi, diplomatik, dan budaya. Di samping itu terdapat alat-alat sistematik
hubungan internasional (systemic tools of international relation) yang terdiri atas:

a. Diplomasi

b. Sanksi

c. Perang

d. Mobilisasi kecaman

Kekerasan dilarang dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 2 (4)
Piagam PBB). Ketentuan pasal ini dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Di
negara-negara industri, penggunaan kekerasan dengan kekuatan militer dilarang,
namun di negara-negara terbelakang, pasal ini ditafsirkan sebagai penggunaan
kekuatan dalam arti luas yang mencakup kekuatan militer dan ekonomi.'® Oleh
karena itu, pemahaman tentang kekuatan dalam konteks hubungan internasional
sangat penting untuk menganalisis bagaimana negara-negara berinteraksi dan
mempengaruhi satu sama lain di tingkat internasional.

Pendekatan tradisional terhadap hubungan internasional sering kali

mengabaikan nilai-nilai ilmiah, metodologi, dan epistemologi. Teori internasional

16 Riko Nugraha dan Rinda Amalia, International Law, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2023), hlm. 21-22.
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kritis muncul sebagai respons terhadap neorealisme Waltz, yang bertujuan untuk
membangun realisme atau teori keseimbangan kekuatan pada landasan yang lebih
ilmiah. Konsep teori Waltz memiliki epistemologi yang sama dengan sains, yaitu
membuat pemisahan drastis antara subjek dan objek, seperti halnya ide-ide
neorealis lainnya.

Teori secara tradisional dinilai berdasarkan kegunaan dan penerapan
teknologinya. Ujian akhir sebuah teori adalah kemampuannya untuk
mengarahkan kebijakan menuju tujuan tertentu, dalam hal ini, memperoleh
kekuasaan dan keamanan dalam menghadapi anarki global. Konsep teoritis ini,
yang disebut Cox sebagai teori pemecahan masalah, memandang dunia
sebagaimana adanya, dengan hubungan sosial dan kekuasaan yang dominan serta
lembaga yang membentuknya, sebagai kerangka kerja untuk bertindak. Bersama
dengan pemikiran neorealis, Cox memandang institusionalisme liberal sebagai
komponen teori pemecahan masalah.!”

2. Teori Neo-Realisme

Seni, sastra, dan sinema merupakan bagian dari gerakan budaya neorealisme
Italia. Gerakan ini berasal dari Italia setelah Perang Dunia II dan dipengaruhi oleh
Modernisme tahun 1920-an. Bertujuan untuk penggambaran realistis kehidupan
manusia sehari-hari dan penyebab serta efek perang, neorealisme adalah sebuah

gerakan artistik.'® Waltz mendukung klaim ini dengan mengutip Noer, yang

17 Prayuda R dkk, “Studi Teori Kritis dalam Hubungan Internasional”. Journal of
Diplomacy and International Studies, Vol. 4, No. 01, 2021.

18 ¢“Neo-Realism: Definition & Characteristics StudySmarter,” StudySmarter UK,
accessed  January 27, 2024,  https://www.studysmarter.co.uk/explanations/english-
literature/literary-devices/neo-realism/.
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menunjukkan bahwa realis adalah akar dari neorealisme. Pandangan realis
mengkaji bagaimana tindakan manusia membentuk hubungan internasional dan
menyatakan bahwa manusia pada dasarnya kompetitif, egois, dan jahat. Menurut
teori ini, manusia akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan para
pihaknya, termasuk mengorbankan diri para pihaknya sendiri atau orang lain
dalam prosesnya.!’

Kenneth Waltz adalah orang yang bertanggung jawab untuk meluncurkan
aliran pemikiran neorealisme dalam hubungan internasional pada tahun 1979.
Sebuah metode sistematis dianjurkan oleh Waltz dalam bukunya Teori Politik
Internasional. Logika di balik strategi metodis ini adalah bahwa sistem
internasional berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap tindakan negara,
memastikan bahwa hanya negara-negara yang kebijakannya tetap berada dalam
kerangka kerja ini yang dapat tetap berkuasa. Perusahaan-perusahaan dalam
sistem ini, seperti halnya dalam model ekonomi mikro, menggunakan kekuatan
pasar untuk menentukan kuantitas dan harga.

Menurut kaum neorealis, negara memainkan peran penting dalam politik
global. Pertarungan kekuasaan disebabkan oleh kerangka kerja anarkis dari
tindakan masing-masing negara, bukan oleh karakter manusia. Negara dituntut

untuk memprioritaskan kepentingannya sendiri secara eksklusif dalam sistem

19 Hamka Hendra Noer, “Perang Dan Keamanan Dalam Tinjauan Teori Neorealisme Dan
Institusionalisme,” INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global 3, no. 1 (May 31, 2022):
25, https://doi.org/10.24853/independen.3.1.25-36.
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anarki struktural. Waltz mengemukakan beberapa asumsi Neo-Realis, antara lain

sebagai berikut:2°

a. Prinsip Pengorganisasian (Organizing Principle), menurut Waltz, anarki
selalu menjadi titik awal untuk membangun kerangka kerja hukum bagi
kolaborasi dan ketertiban internasional.

b. Diferensiasi Fungsional (Functional Differentiation), secara khusus fakta
bahwa hubungan internasional tidak mencakup pembagian kerja.

c. Distribusi Kemampuan (Distribution of Capability), gagasan ketiga,
memberikan penjelasan mengapa semua negara berada di tempat yang sama
dalam hubungan internasional: kapabilitas negara yang membuat perbedaan.

Peluang keberhasilan suatu negara di panggung global berbanding lurus

dengan tingkat kekuatan militernya, sesuai dengan kerangka kepentingan.
G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang
dilakukan dengan menelaah suatu sistem peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter Mahmud mengutip dalam Benuf dan
Azhar, metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang
mengkaji peraturan perundang-undangan dari dua perspektif, yaitu sisi vertikal

(hierarki) dan sisi horizontal (keserasian) peraturan perundang-undangan.?!

20 Dekris Pratama, Neorealisme (Studi Kasus), 2014, Academia Edu,
https://www.academia.edu/8888070/NEOREALISME Studi Kasus .

2l Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (April 1,
2020): 20-33, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
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2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan tiga metodologi penelitian: pendekatan undang-
undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan
Dengan mengkaji semua hukum dan peraturan terkait, pendekatan perundang-
undangan menentukan bagaimana cara untuk menyelidiki konflik Israel-
Palestina dari sudut pandang hukum.?
b. Pendekatan Kasus
Untuk menentukan kebenaran peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam konflik
Israel-Palestina dan penyelesaian yang paling adil, maka digunakan teknik
pendekatan kasus.?
c. Pendekatan Konseptual
Untuk menemukan prinsip-prinsip, sudut pandang, dan doktrin yang ada saat
ini dan untuk menghasilkan ide-ide baru, Pendekatan konseptual akan
menyoroti hal-hal yang menarik dari sudut pandang pengetahuan praktis,
memastikan signifikansi yang tepat.>*
3. Bahan Penelitian
Sumber penelitian hukum juga dikenal sebagai sumber penelitian. Penelitian
ini akan menggunakan bahan-bahan hukum berikut:

a. Bahan hukum primer

22 Jaz Says, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian
Hukum Saiful Anam & Partners,” December 28, 2017, https://www.saplaw.top/pendekatan-
perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/.

2 Ibid.

24 Ibid.
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Dalam perannya sebagai hukum tertinggi, merupakan sumber informasi

hukum yang utama. Semua dokumen-dokumen resmi yang memuat

ketentuan-ketentuan hukum, serta peraturan perundang-undangan, merupakan

bahan hukum primer. Penelitian ini mengandalkan dokumen-dokumen hukum

primer yang dikumpulkan dari undang-undang dan peraturan yang relevan

yang berkaitan dengan perumusan masalah. Sumber utama informasi hukum

tersebut meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Konvensi Jenewa 1949 I tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka
dan Sakit dalam Pertempuran Darat.

Kovensi Jenewa 1949 II tentang Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan
Bersenjata yang Luka dan Sakit di Laut.

Konvensi Jenewa 1949 III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang
Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu
Perang.

Konvensi Den Haag 1907 I tentang Penyelesaian Damai atas Sengketa
Internasional.

Konvensi Den Haag 1907 IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Darat.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728 yang menyerukan Gencatan
Senjata dalam Konflik Bersenjata di Gaza.

Hukum Nasional Palestina yaitu Otoritas Nasional Palestina (PNA)
mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan Perlindungan

HAM dan Penanganan Konflik Bersenjata.
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9) Hukum Adat dan Prinsip-Prinsip Hukum Yahudi (Halakha) mengatur
mengenai Perilaku selama Konflik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup buku teks yang dihasilkan oleh profesional
hukum penting, terbitan berkala hukum, pendapat ilmiah, kasus hukum,
yurisprudensi, dan temuan simposium terkini tentang topik subjek.?’ Dalam
penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku
rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang
berkaitan.
c. Bahan hukum tersier

Sumber hukum yang bersifat melengkapi dan memperjelas sumber-sumber
primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, dikenal sebagai bahan
hukum tersier.?®
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data sekunder adalah data yang akan digunakan sebagai metode pengumpulan
bahan. Informasi yang dikumpulkan dari library research (studi kepustakaan) dan

berbagai sumber.?’

25 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya:
Bayumedia, 2008), hal. 295

2 Ibid.

2 Op.Cit, Benuf and Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.”
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk analisis bahan diuraikan secara rinci.
Dokumen-dokumen hukum paling baik dideskripsikan, dijelaskan, dan
dihubungkan dengan menggunakan teknik deskriptif analitik.?
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Studi ini menggunakan strategi penalaran deduktif, yang pertama-tama
memerlukan pelaksanaan penalaran dasar terhadap isu-isu umum sebelum
menarik kesimpulan khusus.?’ Penelitian ini akan dimulai dengan mengkaji
prinsip-prinsip dasar neo-realisme dalam konteks hubungan internasional sebagai
sebuah landasan yang luas. Selanjutnya, konsep-konsep ini akan digunakan untuk
mengkaji perang Israel dan Palestina untuk menentukan bagaimana kejahatan
perang dalam situasi spesifik tersebut dapat dipahami dan dianalisis dari
perspektif neorealisme. Oleh karena itu, penelitian in1 akan menggunakan prinsip-
prinsip neo-realisme secara menyeluruh untuk mendapatkan kesimpulan yang

tepat mengenai kejahatan perang dalam konflik Israel dan Palestina.

2 Op.Cit., 1 Gede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai
Yuliartini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum
Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel).”

2 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, hlm. 67.
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